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PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

{1} PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

1. Pemohon, lahir DI Melolo, tanggal 28 Juli 1972, NIK xxxxxxxxxx,

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di

Kabupaten  Sumba  Timur,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  sebagai

Pemohon;

melawan

2. Termohon,  lahir  di  Melolo,  20 Februari  1975,  NIK.  xxxxxxxxxx,

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

kediaman di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

{2} TENTANG DUDUK PERKARA

{2.1} Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

18 Agustus 2023 secara elektronik melalui aplikasi  e-court  Mahkamah Agung

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register

perkara  Nomor  19/Pdt.G/2023/PA.WGP  tanggal  18  Agustus  2023,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Termohon pada tanggal 27 Juli 2011 atau bertepatan dengan tanggal 25
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Sya’ban 1432 Hijriah di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Umalulu

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 27 Juli 2011;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus

Perjaka dan Termohon bestatus Perawan;

3. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

dan keduanya bertempat tinggal  bersama semula rumah Pemohon yang

beralamat di  RT 011 RW 006, Kelurahan Lumbuke, Kecamatan Umalulu,

Kabupaten  Sumba  Timur,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur selama  lebih

kurang 8 (delapan) tahun;

4. Bahwa dari  pernikahan tersebut  antara Pemohon dan Termohon

belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada bulan September 2019 Termohon pergi meninggalkan

Pemohon dengan alasan untuk mencari pekerjaan di Jakarta, akan tetapi

Termohon tidak pernah pulang sampai sekarang;

6. Bahwa pada tahun 2021 Termohon kembali lagi di Sumba Timur,

akan tetapi Termohon tidak pulang ke rumah Pemohon melainkan pulang

ke  rumah  orang  tua  Termohon  yang  beralamat  di  RT  014  RW  006,

Kelurahan  Lumbukore,  Kecamatan  Umalulu,  Kabupaten  Sumba  Timur,

Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dan  tinggal  di  rumah  tersebut  sampai

sekarang;  

7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 tahun

11  bulan,  maka  hak  dan  kewajiban  suami  isteri  tidak  terlaksana

sebagaimana  mestinya  karena  sejak  saat  itu  Termohon  tidak  lagi

melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon tersebut antara

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai dengan saat

ini;

9. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  di  atas,  maka  Pemohon

merasa  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon  tidak  dapat

dipertahankan lagi dan Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan

Termohon;
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10. Bahwa Pemohon memohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini,

karena Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)    untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj`i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan

sidang  Pengadilan  Agama  Waingapu  setelah  putusan  ini  berkekuatan

hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain,  mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

{2.2} Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan,  Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

{2.3} Upaya Damai

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

{2.4} Pembacaan permohonan Pemohon

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan  Pemohon

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  oleh karena  Termohon atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

{2.5} Pembuktian Pemohon
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 27

Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  telah  bermeterai

cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1). Diberi

tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 27 Juli

2011.  dari  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Umalulu,  Kabupaten

Sumba Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

kemudian  diberi  kode  bukti  (P-2).  Diberi  tanggal  dan  paraf  Ketua

Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi  I,  lahir  di  Melolo,  tanggal  24 April  1977,  umur 46 tahun,

agama  Protestan,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Petani,  bertempat

tinggal  di  Kabupaten  Sumba Timur,  di  bawah sumpah,  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah teman Pemohon; 

- Bahwa saksi  tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

terakhir  di  rumah  Pemohon  di  Kelurahan  Lumbuke,  Kecamatan

Umalulu, Kabupaten Sumba Timur; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; 

- Bahwa  kehidupan rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  pada

awalnya rukun dan harmonis,  namun sekarang ini rumah tangga

mereka tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan

Pemohon tanpa pamit; 
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- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal bersama hingga sudah selama 4 (empat)

tahun yang lalu; 

- Bahwa selama hidup berpisah, keluarga Pemohon sudah berusaha

menasehati  mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak

berhasil;

2. Saksi  II,  umur  55  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba

Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah saudara sepupu Pemohon; 

- Bahwa saksi  tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

terakhir  di  rumah  Pemohon  di  Kelurahan  Lumbuke,  Kecamatan

Umalulu, Kabupaten Sumba Timur; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; 

- Bahwa  kehidupan rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  pada

awalnya rukun dan harmonis,  namun sekarang ini rumah tangga

mereka tidak harmonis lagi karena Termohon pergi Pemohon tanpa

pamit; 

- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal bersama hingga sudah selama 4 (empat)

tahun yang lalu; 

- Bahwa  selama  hidup  berpisah,  Pemohon  dan  keluarga  sudah

berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon,

namun tidak berhasil;

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

{2.6} Kesimpulan 
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Bahwa  selanjutnya  Pemohon  menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

{3} TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

{3.1} Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

{3.2} Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-

Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama dan penjelasannya

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,

terakhir  dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,

maka  penyelesaian  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang

beragama  Islam  di  bidang  perkawinan  merupakan  wewenang  absolut

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam

perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

dibidang  perkawinan,  oleh  karena  itu  maka  Pengadilan  Agama  berwenang

secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

{3.3} Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa di dalam permohonan  a quo terdapat identitas dari

Pemohon dan Termohon  yang berkaitan dengan tempat kediaman para pihak

berperkara yang  tinggal  di  wilayah Kabupaten Sumba Timur  yang termasuk

dalam  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Waingapu,  maka  berdasarkan

penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas actor sequitur forum rei

(tempat  tinggal/domisili  para  pihak)  sebagaimana  maksud  Pasal  142

Reglement  Buiten  Govesten (R.Bg) perkara  a  quo termasuk  dalam

kewenangan  relative  (relative  competency,  jurisdiction)  Pengadilan  Agama

Waingapu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;
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{3.4} Kehadiran Para Pihak

Menimbang,  bahwa Pemohon telah datang menghadap  (in person)  di

persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal

26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  dan  tidak  ternyata

ketidakhadiran  Termohon  itu  disebabkan  suatu  alasan  yang  sah  menurut

hukum (default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus

dinyatakan  Termohon  tidak  hadir  dan  perkara  a  quo dapat  diperiksa  tanpa

hadirnya Termohon;

{3.5} Upaya Damai

Menimbang,  bahwa  Majelis  disetiap  persidangan  telah  berusaha

mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali

dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,

semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan

mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon

tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

{3.6} Legal Standing 

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

maka keduanya memiliki  kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-

pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

{3.7} Pokok Perkara 

Menimbang,  bahwa  Pemohon mengajukan  perceraian  dengan  alasan

bahwa  semula  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  rukun  dan

harmonis,  namun sejak  bulan September 2019 rumah tangga Pemohon dan
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Termohon  sudah  tidak  harmonis,  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon

untuk  cari  pekerjaan,  dan  sejak  itu,  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah

berpisah  tempat  tinggal,  Termohon  pulang  ke  rumah orangtua  Termohon  di

Kelurahan   Lumbuke,  Kecamatan  Umalulu,  sedangkan  Pemohon  tetap  di

Kelurahan  Umbukore,  dan  sejak  saat  itu, sampai  sekarang  sudah  selama

selama kurang lebih 4 (empat)  tahun,  antara Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan

baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon

tidak  dapat  didengar  tanggapannya  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir

dipersidangan,  meskipun  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

dengan  demikian  Termohon  dianggap  telah  melepaskan  hak  jawabannya

sekaligus mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa Majelis sependapat dan mengambil  alih pendapat

ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

Artinya: "Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan

gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka

Majelis  menilai  alasan  perceraian  yang  didalilkan  oleh  Pemohon  adalah

termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal  19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal  116

huruf b Kompilasi Hukum Islam;

{3.8} Analisis Pembuktian 

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya

Pemohon  telah  mengajukan  alat  bukti  berupa  bukti  surat  dan  bukti  saksi

sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  tertulis  P-1 dan  P-2,  yang  diajukan

Pemohon adalah fotokopi  Kartu Tanda Penduduk dan  fotokopi  Buku Kutipan

Akta  Nikah,  kedua  bukti  tersebut  bermeterai  cukup  serta  telah  dicocokkan
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dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2)

R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea

Materai  dan  pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  2000

tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti

tertulis tersebut  telah memenuhi  syarat formil  dan materiil,  serta mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-1 tersebut

merupakan  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  yang

menerangkan  bahwa  Pemohon  adalah  penduduk  Kabupaten  Sumba  Timur,

maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870

KUH Perdata  dan pasal  285 R.Bg,  dan berdasarkan  bukti  itu  pula,  terbukti

Pemohon  adalah  bertempat  tinggal  diwilayah  hukum  Pengadilan  Agama

Waingapu, sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a qua;

Menimbang,  bahwa alat  bukti  bertanda  P-2  tersebut  merupakan  akta

otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya

pernikahan  Pemohon  dan  Termohon,  maka  nilai  pembuktiannya  bersifat

sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg,

maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat

dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa Majelis  juga telah mendengarkan keterangan dua

orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, dan Majelis menilai

kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi

sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  171-172  R.Bg,  dan  kesaksiannya  telah

diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga

dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi

Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang

saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-

saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan

untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  permohonan  Pemohon  bila

dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P-1 dan P-2) dan diperkuat dengan

keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan

fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa  Pemohon dan  Termohon  adalah  suami  isteri  sah  yang

menikah pada tanggal 27 Juli 2011, namun belum dikaruniai anak; 

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun

dan  harmonis  lagi  disebabkan  karena  Termohon  pergi  meninggalkan

Pemohon tanpa pamit;

3. Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat

tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

4. Bahwa pihak  keluarga  Pemohon sudah  mendamaikan  dan

menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah

terbukti  secara  sah  menurut  hukum bahwa antara  Pemohon dan Termohon

sering  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan,  terbukti  antara  Pemohon  dan

Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun,

oleh karenanya semua dalil permohonan Pemohon dapat diterima adanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah melakukan

penasihatan kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, ternyata

tidak  berhasil,  maka  keadaan  rumah tangga  Pemohon dan  Termohon  yang

demikian dapat disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah

dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta  dan pertimbangan tersebut

di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  saat  ini  sudah

tidak  rukun  dan  harmonis lagi  disebabkan  karena  Termohon  pergi

meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
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2. Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat

tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon  sudah  sulit  untuk  hidup  rukun

sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islam

di dalam Kitab  At-Tolak Fi  Syari'atil  Islamiyah Wal Qanun  halaman 40 yang

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat

untuk  melepaskan  ikatan  perkawinan,  ketika  terjadi  pertentangan

akhlak  dan  timbulnya  rasa  benci  di  antara  suami-istri  yang

mengakibatkan  tidak  adanya  kesanggupan  untuk  menegakkan

hukum-hukum Allah SWT";

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dan  pertimbangan-

pertimbangan  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  apa  yang  telah

didalilkan  oleh  Pemohon  tentang  dalil  permohonan  talaknya  telah  terbukti

kebenarannya  dan  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  19  huruf  b  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah

terbukti  kebenarannya,  maka  petitum  poin  2  permohonan  Pemohon  untuk

diizinkan  berikrar  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  menurut

hukum dapat dikabulkan;

{3.9} Kesimpulan 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  di  atas,

maka  Majelis  Hakim  menilai  permohonan  cerai  talak  Pemohon  dapat

dikabulkan;

{3.10} Biaya
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Pemohon, namun oleh karena Pemohon merupakan orang yang tidak mampu,

berdasarkan  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama  Waingapu  Nomor:

19/Pdt.G/2023/PA.WGP, tertanggal 18 Agustus 2023, maka semua biaya yang

timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan

Agama Waingapu Tahun Anggaran 2023;

{3.11} Penutup

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

{4} AMAR

MENGADILI:

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk  menjatuhkan  talak

satu  raj`i  terhadap  Termohon  (Termohon) di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Waingapu;

4. Membebankan biaya perkara ini  dibebankan kepada DIPA Pengadilan

Agama Waingapu Tahun Anggaran 2023;

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Waingapu pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan

dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai

Ketua Majelis, H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. dan Mohammad Abrori Setyanugraha,

S.H.I., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan

pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal
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11 Shafar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarihul Hasanah,

S.Ag.  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.

Hakim Anggota 

   Ttd.

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

   Ttd.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Ketua Majelis,

   Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Panitera Pengganti,

   Ttd.

Syarihul Hasanah, S.Ag.
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